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Abstrak 

Sebagai sumber pendapatan negara pajak menjadi hal penting untuk memjadi perhatian pemerintah. Covid 19 yang 

menjadi bencana seluruh dunia juga menjadi salah satu sebab pemerintah melakukan koreksi untuk penerimaannya. 

Daya beli beli memaksa negara memberikan bantuan terhadap rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan 

penerbitan  PMK No. 44 Tahun 2020 dalam bentuk insentif pajak. Penerbitan aturan ini dimaksud agar daya beli 

masyarakat tidak semakin terpuruk. Peneribitan aturan ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki 

pemahaman lebih dalam menyikapi peraturannya. Disamping itu memiliki ketrampilan dalam melakukan pemenuhan 

kewajiban pajak yang diimplementasikan dalam pelaporan pajak. 

  

Kata  kunci: Bimbingan Teknis, PMK No.44 Tahun 2020, Insentif Pajak 

 

 

Abstract 

As a source of state revenue, taxes are important for the government's attention. Covid 19 which was a worldwide 

disaster was also one of the reasons the government made corrections for its acceptance. Purchasing power forces the 

state to provide assistance to its people. One of the efforts made by issuing PMK No. 44 of 2020 in the form of tax 

incentives. The issuance of this regulation is intended to prevent people's purchasing power from deteriorating further. 

It is also hoped that the issuance of this rule will make the community have a deeper understanding of how to respond 

to the regulations. Besides that, he has skills in fulfilling tax obligations that are implemented in tax reporting. 
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PENDAHULUAN 

 

Setelah wabah Covid 19 merebak dan melanda Indonesia, semua tatanan kehidupan menjadi 

berubah. Tiga bulan pertama  di periode Maret- Juni 2020 banyak sekali masalah yang muncul. 

Tidak begeraknya daya beli masyarakat menjadi perhatian dari Pemerintah.  Pemerintah berupaya 

memperbaiki hal tersebut[1]. Pada bulan April  2020 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib 

Pajak. PMK ini mulai dilaksanakan di bulan April 2020. Maksud diterbitkannya aturan ini agar 

daya beli masyarakat bisa tercipta kembali. 

Penerbitan aturan selain memberikan bantuan dalam bentuk keringanan pembayaran pajak 

juga memunculkan masalah terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan pajak  setelah PMK 

tersebut 

Terkait dengan hal ini muncul di masyarakat terkait dengan bagaimana pelaporan pajak yang harus 

dilakukan di akhir tahun pajak 2020. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian wajib pajak di 

Sukoharjo sebagai berikut: 1).Bagaimana penghitungan pajak terkat dengan hal tersebu, dan 

2).Bagaimana  dengan teknis pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi di akhir tahun. 

Rencana metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan untuk mensiasati pemberlakukan 

Peraturan Pemerintah ini antara lain: 1). Menyamaan persepsi terkait perhitungan pajak dengan 

adanya insentif pajak dan 2). Simulasi terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun 2020 
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karena adanya kebijakan khusus pemberian insentif pajak. Pelatihan direncanakan diikuti oleh 25 

orang wajib pajak di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Kendal. 

 

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai solusi yang 

ditawarkan. Berikut ini adalah metode pelaksanaan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM 

 

Penjelasan tahahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini sebagai berikut: 

Identifikasi Masalah.  Terkait dengan input dari kegiatan yang akan dilakukan. Dilakukan dengan 

memahami masalah yang dialami oleh wajib pajak. Masalah yang dihadapi terkait dengan 

perhitungan pajak di akhir tahun 2020. Selain itu pengisian SPT Tahunan juga menjadi bagian 

masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Obyek pajak yang menjadi perhatian dalam 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak 

Ditanggung Pemerintah (DTP)[2] 

Bimbingan Teknis. Merupakan proses yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bentuk FGD (Forum Group Discusion)[3], [4].Bimbingan teknis yang 

dilakukan terkait dengan penyamaan persepsi dan pendampingan dalam dengan metode simulasi 

pengisian SPT Tahunan. Kegiatan yang diselenggarakan sangatlah tergantung pada partisipasi aktif 

semua pihak tidak hanya penyaji tetapi juga peserta kegiatan.  

Kesamaan Persepsi Penyampaian SPT Tahunan. Tahapan ini merupakan tahapan output atau 

hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang diharapankan adalah audiensi memiliki 

pemahaman dalam perhitungan dan pengisian SPT  

 

PELAKSAAN KEGIATAN 

 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu penyamaan persepsi dan simulasi. 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dalam bentuk penyamaan persepsi 

dilakukan dengan penyampaian slide diskusi terkait inti dari Peraturan Menteri Keuangan No. 44 

Tahun 2020. Penyamaan persepsi terkait PMK ini sebagai wujud peningkatan pengetahuan audien 

sebagai wajib pajak[5]–[7]. 

 

Kesamaan persepsi 
penyampaian SPT 

Bimtek Pengisian 
SPT 

Identifikasi Masalah 
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Gambar 2. Slide Diskusi PMK No. 44 Tahun 2020 

 

Sementara tahapan bimbingan teknis kedua dilakukan dengan simulasi pengisian SPT Tahunan bagi 

audien yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahunan Tahunan tahun pajak 

2020.Tahapan ini menjadi bagian sosialisasi yang dilakukan Perguruan Tinggi sebagai bagian 

mediasi antara pemerintah dan masyarakat. 
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Gambar 3. Simulasi teknis perhitungan dan pengisian SPT Tahunan 

 

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan 1 hari pada tanggal 20 Desember 2020 dengan 

dokumentasi kegiatan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 4. Dokumentasi Bimbingan Teknis 

 

 

PENUTUP 

 

Simpulan  

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud ikut serta lembaga pendidikan dalam 

memberikan tambahan wawasan bagi wajib pajak untuk melakukan penyamaan persepsi terkait 

insentif pajak dan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan. Hasil kegiatan ini dianggap penting 

agar wajib pajak dapat menyampaikan  SPT dengan benar . 

 

Saran  

Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan agenda rutin Perguruan Tinggi. Kegiatan yang 

dilakukan diharapkan tidak hanya terbatas pada kegiatan ini tetapi dapat dikembangkan pada 

penanganan masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak. 
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